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Dekat dengan 
Ladang Migas

Pesawat Air India Jatuh di 
Dekat Bandara AhmedabadPrabowo Kritik PMN BUMN

Indonesia Kirim Bantuan 
10 Ton Beras ke Palestina 

Israel Semakin Berencana  
Serang Iran Besar-besaran

Aceh, MIMBAR - Guber-
nur Aceh Muzakir Manaf 
menyatakan keempat pu-
lau yang menuai polemik 
dengan Sumatra Utara 

(Sumut), sejak dulu adalah 
milik Aceh.

Kasus Minyak MentahKasus Minyak Mentah

Keempat pulau itu yakni Pulau Mangkir Besar (juga 
dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir 
Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

"Empat pulau itu, sebenarnya itu kan kewenangan 
Aceh," kata Muzakir di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6).

Muzakir menyatakan ia memiliki alasan, bukti, hingga data yang 
kuat membuktikan jika pulau itu milik Aceh.

"Jadi kami punya alasan kuat, punya 
bukti kuat, punya data kuat, sejak zaman 
dahulu itu punya Aceh," ujarnya.

Kemendagri sebelumnya menetap-
kan empat pulau di wilayah Provinsi 

SEBANYAK 4 pulau sengketa antara 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
dan Aceh yang kini masih diributkan 
ternyata berdekatan dengan wilayah 
kerja (WK) migas Offshore West 
Aceh (OSWA) yang berada dalam 
kewenangan Badan Pengelola Mi-
gas Aceh (BPMA).

Kepala BPMA Nasri Djalal men-
gatakan hanya saja wilayah 4 pulau 
itu tidak termasuk dalam wilayah 

kerja OSWA dan belum ditemukan 
cakupan data seismic terkait po-

tensi migas di dalamnya.
"Secara umum, 

keempat pulau tersebut 
berdekatan dengan 
Wilayah Kerja (WK) 
Offshore West Aceh 
(OSWA) dan tidak 
termasuk ke dalam WK 
OSWA yang merupakan 
WK terdekat yang berada 
dalam kewenangan Badan 
Pengelola Migas Aceh," 
kata Nasri Djalal, dilansir 
dari CNNIndonesia.com, 
Kamis (12/6).

Meski demikian, untuk 
empat pulau tersebut be-
lum terdapat cakupan data 
seismic, sehingga proses 
evaluasi potensi migas 
masih belum bisa dilakukan 

Medan, MIMBAR - Israel semakin 
sinting disebut tengah berencana untuk 
menyerang Iran besar-besaran.

Sejumlah sumber yang mengeta-
hui hal ini mengatakan kepada NBC 
News bahwa Negeri Zionis saat ini 
sedang mempertimbangkan untuk 
menyerang Iran dalam beberapa hari 

Beberapa waktu terakhir, Gubernur Aceh menyu-
arakan penolakan tegas atas pelepasan empat pulau 
yang menurut pemerintah pusat telah ditetapkan 
masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara. 
Isu ini dengan cepat bergulir menjadi perbincangan 
politik yang panas, tak hanya di 
tingkat lokal, tetapi juga nasional. 
Pertanyaannya: benarkah ini soal 
martabat Aceh yang terluka? 
Ataukah sekadar persoalan 
teknis batas wilayah adminis-
tratif yang tertunda penyelesa-
iannya sejak lama?

Dalam sistem kenegaraan 
Indonesia, pembagian wilayah 
administratif merupakan ranah 
konstitusional yang harus tunduk 

Medan, KIMBAR - Pemerintah Indonesia akan men-
girimkan bantuan kemanusiaan sebesar 10 ribu ton beras ke 
Palestina.

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi terbatas 
(rakortas) antara kementerian dan lembaga terkait, sebagai 

Gujarat, MIMBAR - Pesawat Air In-
dia jatuh di dekat Bandara Internasional 
Ahmedabad, Gujarat, pada Kamis (12/6) 
waktu setempat.

Pesawat yang membawa 242 penump-
ang rute Ahmedabad ke London itu jatuh 
sesaat setelah lepas landas di bandara 

Jakarta, MIMBAR - Kepala Satuan Tugas 
(Satgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria men-
gaku sempat kaget dan memberi perhatian terhadap 
keberadaan tambang-tambang nikel di Raja Ampat, 
Papua Barat Daya.

Dian mengaku dirinya menyoroti hal itu dalam 
laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemban-
gunan (BPKP). Namun, Dian mengaku tak sampai 
mendalami dugaan kejanggalan tersebut karena terkait 
pembagian wewenang.

"Saya sudah mention ini dua tahun lalu dalam 

Jakarta, MIMBAR - Kejaksaan 
Agung (Kejagung) memeriksa eks Di-
rektur Utama PT Pertamina Elia Massa 
Manik (EMM) sebagai saksi dalam kasus 
korupsi tata kelola minyak mentah dan 
produk kilang periode 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Ke-
jagung Harli Siregar menyebut pemerik-
saan terhadap EMM dilakukan penyidik 
pada Rabu (11/6) kemarin. Ia menga-

Kejagung Periksa Eks 
Dirut Pertamina 

KPK Kaget Banyak Tambang 
Nikel di Raja Ampat

Jakarta, MIMBAR - Presiden 
Prabowo Subianto mengkritik keras 
kerja Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang lambat, terutama 
dalam pembangunan infrastruktur.

Ia mengakui tidak percaya dengan 
kerja perusahaan pelat merah itu. 
Menurutnya, urusan infrastruktur 
memang sudah seharusnya diserahkan 
kepada pihak swasta dengan track 
record baik.

"Saya akan mengakui. Saya 
percaya dengan peranan negara yang 
kuat untuk intervensi mengatasi 
kemiskinan, kelaparan, memperbaiki 
pendidikan, saya percaya. Tapi saya 
juga tahu bahwa di bidang-bidang 
tertentu, terutama konstruksi pem-
bangunan fisik, sektor swasta sering 
lebih modern, efisien, dan tepat waktu 

dengan menghemat anggaran yang 
besar," tuturnya dalam International 
Conference on Infrastructure (ICI) 
2025 di Jakarta International 
Convention Center (JICC), 
Kamis (12/6).

"Harus kita akui, ser-
ingkali BUMN-BUMN ini 
merasa kalau dia kerjanya 
lambat tidak apa-apa. 
Kalau nanti dia (BUMN) 
boros tidak apa-apa karena 
ada Menteri Keuangan 
(Sri Mulyani) yang akan 
(memberikan) PMN. 
Apa PMN-PMN ini? 
Kalau kita tanya 
perusahaan besar 
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